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ABSTRACT

This research is motivated by the verses of the Qur’an and the Hadits as source of Islamic
law that is limited in preparing a problem, while the problem continues to develop and
unlimited in accordance with the times. Therefore, there is a need for legal arguments to
solve problems that have no arguments in the Qur’an and Hadits. Among the arguments
used in addition to the Qur’an and the Hadits are: Ijma, Qiyas, Istihsan, Mashlahah
Mursalah, ‘Urf, Syar’u man Qabland, Qawl al-Shahabi, Istishab, and Sad al-Dzari’ah.
This needs to be emphasized that the main problem was used as the object of this research
focused on the concept of al-Mashlahah al-Mursalah according to Muhammad Abd
Zahrah as the argument for establishing the law and its application in his book al-Ahwal al-
Syakhsiyyah. Then the questions in study are: How the Application of the Concept of al-
Mashlahah al-Mursalah in the Kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah by Muhammad Ab( Zahrah
concerning Family Law? This type of research is literature research (library research)
while the data source is from books of figh and ushdl figh. The type of data is qualitative.
The object of research is the Concept of al-Mashlahah al-Mursalah and its application in
book of Muhammad Ab( Zahrah. Data collection is done through literature studies of the
main books plus other texts of analysis, data analysis using content analysis, while the
presentation of the data is done in descriptive analysis. This study produces several
conclusions, namely: (1) the essence of al-Mashlahah al-Mursalah made by Muhammad
Abl Zahrah as a proposition in Islamic Shari’ah is al-Mashlahah al-Mursalah which is in
accordance with the objectives af Shari’ah, namely: al-Muhafdzah ‘alad Din (nurturing
religion), al-Muhafadzah ‘ala al-Nafs, (nurturing the soul), al-Muhafadzah ‘alal ‘Aql
(nurturing reason), al-Muhafadzah ‘alan Nasl, (maintaining descent) and al-Muhafadzah
‘alal Mal, (maintening property and objects). According to him, these 5 things should not
be violated in any statutory regulations. Efforts to maintain these 5 things, Muhammad
Abl Zahrah quoted the distribution of ushdl al-Figh scholars to him as 3 namely
dhardriyyah, hajjiyyah and tahsiniyyah in the field of Family Law namely, (a) cancellation
of marriage, (b) livelihood of post-divorce children, (c) limitation of hadhanah period, (d)
child nasab recognition with pledge.

Keywords: Mashlahah al-Mursalah, Ahwal al-Syakhsiyyah, Muhammad Ab( Zahrah.

VOLUME: 08| NOMOR: 02| TAHUN 2021 | 170


mailto:elbustamy@gmail.com

Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwal Al-Syakhsiyyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum
Islam yang terbatas dalam menyusun suatu masalah, sedangkan masalah tersebut terus
berkembang dan tidak terbatas sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu,
diperlukan argumentasi hukum untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada dalilnya
dalam Al-Qur’an dan Hadits. Di antara dalil yang digunakan selain Al-Qur’an dan Hadits
adalah: Ijma, Qiyas, Istihsdn, Mashlahah Mursalah, ‘Urf, Syar’u man Qablana, Qawl al-
Syahabi, Istishdb, dan Sad al-Dzari’ah. Hal ini perlu ditegaskan bahwa masalah utama
yang dijadikan objek penelitian ini difokuskan pada konsep al-Mashlahah al-Mursalah
menurut Muhammad AbU Zahrah sebagai dalil pembentukan hukum dan penerapannya
dalam kitabnya al-Ahwal al -Syakhsiyyah. Kemudian pertanyaan dalam penelitian ini
adalah: Bagaimana Penerapan Konsep al-Mashlahah al-Mursalah dalam Kitab al-Ahwal al-
Syakhsiyyah karya Muhammad Ab{ Zahrah tentang Hukum Keluarga? Jenis penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan (library research) sedangkan sumber datanya dari kitab-kitab
figh dan ushl figh. Jenis datanya adalah kualitatif. Objek penelitian adalah Konsep al-
Mashlahah al-Mursalah dan penerapannya dalam kitab Muhammad Abd Zahrah.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari buku-buku utama ditambah
teks-teks analisis lainnya, analisis data menggunakan analisis isi, sedangkan penyajian data
dilakukan secara deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan,
yaitu: (1) Hakikat al-Mashlahah al-Mursalah yang dibuat oleh Muhammad AbG Zahrah
sebagai dalil dalam syariat Islam adalah al-Mashlahah al-Mursalah yang sesuai dengan
tujuan syari‘at. ah, yaitu: al-Muhafdzah 'alad Dn (menjaga agama), al-Muhafadzah ‘ala al-
Nafs, (menjaga jiwa), al-Muhafadzah ‘alal 'Agl (menjaga akal), al-Muhafadzah ‘alan Nasl,
(memelihara keturunan) dan al-Muhafadzah ‘alal Mal, (memelihara harta dan benda).
Menurutnya, 5 hal tersebut tidak boleh dilanggar dalam peraturan perundang-undangan.
Upaya menjaga 5 hal tersebut, Muhammad Ab{ Zahrah mengutip pembagian ulama ushl
al-Figh kepadanya sebagai 3 yaitu dhar(riyyah, hajjiyyah dan tahsiniyyah dalam bidang
Hukum Keluarga vyaitu, (a) batalnya perkawinan, (b) nafkah pos -anak cerai, (c)
pembatasan masa hadhanah, (d) pengakuan nasab anak dengan ikrar.

Kata kunci: Mashlahah al-Mursalah, Ahwal al-Syakhsiyyah, Muhammad Abl Zahrah

PENDAHULUAN
Mashlahah al-Mursalah adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai

hukum Islam. Hal tersebut disebabkan al-Mashlahah merupakan tujuan syara’ (Magashid
asy-Syari’ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Al-Maslahah di sini berarti jalb al-
Manfa’ah wadaf’ al-Mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).'Meski
demikian, keberadaan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai bagian tak terpisahkan dalam
hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan
ulama’, baik sejak Ushll Figh masih berada pada masa sahabat, masa Imam madzhab,
maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

Perbedaan penentuan pola, kriteria, dan prioritas al-Maslahah tidak jarang justru

melahirkan sebuah mafsadah berupa perdebatan antara sesama kaum muslim. Sebagai

! Hashy ash-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 171
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salah satu contoh pengumpulan wahyu (al-Qur’an) ke berbagai media tulis ketika
berdasarkan atas petunjuk dari Rasulullah SAW bukan ijtihad para penulis. Sedangkan
media yang digunakan juga sangat terbatas berupa pelepah kurma, batu, kulit kayu, tulang
unta ataupun tulang kambing dan lain sebagainya. Jadi, pada masa Rasulullah SAW sudah
ada catatan-catatan wahyu yang disimpan oleh para Sahabat. Hanya saja, catatan-catatan
yang dimiliki oleh para Sahabat tidak dikumpulkan menjadi satu mushaf.? Manna’ al-
Qaththan menukilkan pendapat Imam al-Zarkasyi bahwa tidak disatukannya catatan al-
Qur’an ke dalam satu mushaf dikarenakan adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya
perubahan pada susunan ayat ataupun surat. Oleh sebab itu, usaha ini baru bisa dilakukan
setelah beliau wafat karena tidak mungkin lagi terjadi perubahan pada susunan ayat dan
surat pada wahyu yang telah diturunkan.’

Perdebatan semacam ini akan berujung pada perdebatan peran akal dan wahyu.
Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa sejauh mengenai hubungan mashlahah dengan
nash syara’, para fugah&’ sendiri terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

Pertama, golongan yang hanya berpegang pada nash saja dan mengambil dzahir
nash serta tidak melihat pada suatu kemashlahatan yang tersirat dalam nash itu.
Demikianlah kehadiran golongan Zahiriyah, golongan yang menolak qiyas. Mereka
mengatakan “tak ada kemaslahatan melainkan yang didatangkan syara’. Kedua, golongan
yang berusaha mencari mashlahah dari nash untuk mengetahui ‘illat- ‘illat nash, maksud
dan tujuan-tujuannya. Golongan ini menggiyas-kan segala yang terdapat padanya
mashlahah kepada nash yang mengandung mashlahah itu. Hanya saja mereka tidak
menghargai mashlahah terkecuali ada syahid (persaksian). Jadi mashlahah yang mereka
i'tibar-kan hanyalah mashlahah yang disaksikan oleh suatu nash. Hal inilah yang mereka
jadikan ‘illat giyas. Ketiga, golongan yang menetapkan setiap mashlahah yang masuk ke
dalam jenis mashlahah yang ditetapkan oleh syara’. Walaupun tidak disaksikan oleh
sesuatu dalil tertentu namun maslahah itu diambil dan dipegangi sebagai suatu dalil yang
berdiri sendiri dan mereka namakan al-Mashlakah al-Mursalah.*

Muhammad Sa’id Ramadhan al-Bdthi, dalam karya Disertasinya di Universitas al-
Azhar pada tahun 1965 yang berjudul “Dhawabith al-Mashlakah fi asy-Syari’ah al-
Islamiyyah,”. Dalam Disertasinya tersebut, berupaya mengkonsepkan posisi al-Mashlahah
dan batas-batasannya dalam syariat Islam. Mashlahah yang menyalahi batas-batasan

2 Manna' al-Qaththan, Mabdhits fi ‘Ulumi al-Qur’an, (Riyadh: Mansyurat al-Ashru al-Hadist, tt), h.
119

® Ibid., h. 199

* Abii Ishaq asy-Syathibi, Al-I’tisham, (Beirut: Dér al-Kutub al-limiyah, t.th), h. 354
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tersebut dinilai bukanlah mashlahah haqiqgi yang layak dijadikan pertimbangan penetapan
hukum. Dalam pengantar kitabnya, beliau mengatakan sebagai berikut:
JE r 83 Uiz g ¥ L bl ms g 83502  Aanate Lo SV a2l (3 AL 0]
Lo et ol mslall s ol e ¥ Wi Lesll 3 ey lngs & (osmdl) ol Ol
R L N O 1 e U S R LS
s
Sesungguhnya al-mashlahah dalam syariat Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas
nalar yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya.
Kemashlahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi kontradiksi antara bagian-
bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang sangat kuat dan menancap dalam hati
setiap mukmin yang sesungguhnya yaitu sifat penghambaan diri kepada Allah.

Berkaitan dengan isu ini, menurut penulis, bahwa Sai’d Ramadhan al-Blthi
mengatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, dan Allah SWT juga sangat
menghargai kemashlahatan. Namun demikian, kemashlahatan tetap ada batasan dan
kualifikasinya. Penggunaan metode mashlahah tidak boleh bebas tak terbatas, sebab
penggunaan metode ini dipagari oleh berbagai “aturan main” yang kemudian ia katakan
sebagai dhawabith al-Mashlazah.

Dalam rangka menjawab perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi,
di mana hukumnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur’an dan Hadits, maka pakar
hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi
hukum terhadap kasus-kasus baru seperti pemaksaan terhadap pelaku khalwat yang kasus
tersebut belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya.® Salah satu cara yang yang
ditempuh adalah dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang
ditetapkan oleh Allah SWT (magashid asy-syariah).’

Dalam sejarah, banyak mujtahid yang muncul dan berjasa mengembangkan hukum
Islam. Salah satunya adalah Muhammad Ab0 Zahrah seorang ulama Ushadl Fikih
Kontemporer yang mempunyai pola fikir yang berbeda dengan ulama lainnya dalam

menetapkan suatu hukum. ljtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari

® Muhammad Sa’id Ramadhan al-Bithi, Dhawabith al-Mashlahah fi ays-Syari’ah al-lslamiyah,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1965), h. 14

® Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of
Khalwat According to the View of Syafi'iyah Figh. Budapest International Research and Critics Institute
(BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7192-7202.

’Abl Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa’ min ‘llmi al-Ushdl, (Beirut: Mu’assasah ar-
Risalah, 1997). Juz |, h. 416.
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masa ke masa, karena Islam dan umat Islam berkembang pula dari zaman ke zaman sesuai
dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat itu, senantiasa muncul masalah-
masalah atau problematika, khususnya dalam hukum keluarga seperti mengenai anak ikrar
sebagai anak nasab, Muhammad Abl Zahrah mengatakan bahwa pengukuran nasab (ikrar
bi al-Nasab dibagi menjadi dua, yaitu: pengakuan nasab yang mencakup orang lain, dan
pengakuan nasab yang tidak mencakup orang lain, yang perlu dipecahkan dan ditentukan
kaidah hukumnya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan ijtihad, karena dengan ijtihad
hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap
perkembangan zaman.

Ada beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan dengan
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, diantara metode atau cara
berijtihad adalah 1jma’, Qiyas, Istidlal®, al-Mashlahah al-Mursalah, Istihsan, Istshab, dan
‘Urf.® Salah satu dari metode tersebut adalah al-Mashlahah al-Mursalah merupakan pokok
kajian penulis sebagai metode ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan dalam hukum
keluarga pembahasan ini merupakan cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak
terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur’an maupun dalam al-Hadits, berdasarkan
pertimbangan kemashlahatan masyarakat secara umum.

Kajian tentang penerapan al-Mashlahah al-Mursalah sangat penting untuk dikaji
karena sangat banyak kasus-kasus kontemporer yang perlu diaplikasikan teori maslahah
tersebut untuk memaksimalkan berjalannya suatu kebijakan secara sempurna. Diantara
kasus yang perlu diterapkan al-Mashlahah al-Mursalah adalah dalam hal penentuan
kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri, karena banyak kasus suami
tidak memberikan nafkah istri sehingga kasus tersebut kadang berakhir dipengadilan
dengan cerai gugat atau kasus lainnya.'® Selain itu al-Mashlahah al-Mursalah ini juga
harus diterapkan dalam kasus harta wasiat, karena dalam kondisi tertentu wasiat tersebut

kadang harus dibatalkan demi kemaslahatan yang lebih manfaat untuk umum.!* Maka

8Istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash al-Qur’an dan al-Sunnah, tidak ada pada
ijma’ dan tidak ada pada giyas. Lihat M. Abdul Mujeib dan Mabruri Thalhah dkk, Kamus Istilah Figih,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 126

® Muhammad Sa’id Ramadhan al-B(thi, Dhawabith al-Mashlahah..,op. cit., h. 113-120

19 Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi
Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i. Media Syari‘ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan
Pranata Sosial, 23(1), 83-95.

1 Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. (2019). Legality of Testament Cancellation Law and
Property Ownership According to Figh Al-Syafi’iyyah. Britain International of Humanities and Social
Sciences (BIoHS) Journal, 1(2), 93-99.
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dalam beberapa kasus tersebut sangat diperlukan kajian ini untuk menyempurnakan
penerapan al-Mashlahah al-Mursalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini
yaitu, Bagaimanakah Aplikasi al-Mashlahah al-Mursalah dalam Kitab al-Ahwal al-
Syakhsiyyah karya Muhammad Ab( Zahrah tentang Hukum Keluarga? Batasan masalah
dalam penelitian ini ialah difokuskan kajian terhadap penerapan konsep al-Mashlahah al-
Mursalah dan Aplikasinya dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah karya Muhammad Abl
Zahrah mengenai tentang Hukum Keluarga. Tujuan penelitian ini ialah : (1) Untuk
mengetahui Bagaimanakah Konsep al-Mashalahah al-Mursalah sebagai metode ijtihad
dalam kitab ushdl al-Figh karya Muhammad Ab( Zahrah. (2) Untuk mengetahui
Bagaimanakah Penerapan al-Mashlahah al-Mursalah  dalam kitab al-Ahwal al-
Syakhsiyyah karya Muhammad Ab( Zahrah tentang Hukum Keluarga

Kegunaan penelitian ini yaitu: (1) Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat
tentang bagaimana Penerapan Konsep al-Mashlahah al-Mursalah sebagai metode Ijtihad
dalam menyelesaikan permasalahan-permasahan yang dihadapi dalam kajian Fikih dalam
konteks kekinian, terutama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah karya Muhammad Ab(
Zahrah tentang Hukum Keluarga. (2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi ilmiah mengenai tentang Konsep al-Mashlahah al-Mursalah dan Aplikasinya
sebagai metode Ijtihdad dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer serta
Kontribusinya dalam menjawab problematika terbaru di tengah-tengah masyarakat modren
secara umum, khususnya mengenai masalah-masalah Kontemporer dalam bidang Hukum

Keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bercorak
kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif analisis kritis. Deskriktif bertujuan untuk
melukiskan atau mengambarkan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu.** Dengan
menggunakan metode kualitatif ini peneliti dapat mengenal dan menyelami subjek
penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dibagi menjadi
dua bagian yaitu: (1) Sumber Primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku,

tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji, adapun

12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 8-9
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sumber primer dalam penelitian ini yaitu meliputi: kitab Ushdl al-Figh dan kitab al-Ahwal
al-Syakhsiyyah oleh Muhammad Abd Zahrah. (2) Sumber Skunder, merupakan data
penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan penelitian ini
berupa buku-buku atau sumber-sumber dari tulisan orang lain yang relevan tentang
pendapat Muhammad Ab( Zahrah dalam kajian penelitian ini. Sumber data Skunder dari
penelitian ini meliputi: kitab AbQ Zahrah Imam ‘4srih: Hayatuh wa Atharuh al- ilmy oleh
Abu Bakar ‘Abd al-Razzaq, kitab Min A’lam al-Harakah wa al-Da 'wah al-1slamiyyah al-
Mu’dshirah karya ‘Abd Allah al-*Aqil (Murid Muhammad Abt Zahrah). Selain buku-buku
di atas penulis juga merujuk kepada buku-buku yang lain yang menunjang penelitian ini
seperti: al-Mustashfa’ min ‘Ilmi al-Ush(l oleh Imam al-Ghazali, al-Muwafagat fi Ushdl al-
Syari’ah oleh Imam AbQ Ishaq asy-Syathibi, ilmu Ushadl al-Figh oleh Abdul Wahhab
Khallaf, al-lhkam fi Ushal al-Ahkam, oleh Imam al-Amidi, Ushul Figh oleh Amir
Syarifuddin, yang membahas tentang Problematika Hukum Islam dalam konteks kekinian
serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini.

Analisis data, setelah data terkumpul dan tersaji kemudian dilakukan analisis
deskriptif (descriptive analisys), Penulis dalam melakukan analisis juga menggunakan
teknik analisis dokumen yang sering disebut dengan metode content analisys."® Di samping
itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif yang hanya di analisis menurut
isinya.'* Sehingga menghasilkan sebuah analisis yang obyektif dan sistematis.**Metode
adalah cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah.
Untuk itu agar pembahasan ini menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka

menggunakan metode ilmiah.*®

HASIL DAN PEMBAHASAN
Muhammad AbG Zahrah (w. 1395 H) bukan orang pertama yang melakukan kajian

terhadap konsep al-Mashlahah al-Mursalah. Namun ia telah menguasai secara mendalam
pendapat para ushdliyyin  berkenaan dengan masalah al-Mashlahah al-Mursalah dan
memberi ulasan sehingga ia dapat menerapkannya dalam figh.

Sebagaimana Muhammad Ab{ Zahrah, mendefinisikan al-Mashlahah al-Mursalah
dalam kitabnya Ushal al-Figh yaitu sebagai berikut:
1. Definisi al-Mashlahah al-Mursalah

13 H
Ibid., h. 85
1 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet ke-1 h. 40
1> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49
'8 Mudiri, Logika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 203-204
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“Yaitu al-Mashlahah yang sesuai (selaras) dengan tujuan syariat yang tidak ada dalil

khusus yang memerintahkan atau melarangnya ”.
Dari definisi di atas, Muhammad Ab( Zahrah menjelaskan bahwa al-Mashlahah al-

Mursalah merupakan suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak

pula terdapat nash yang khusus untuk menyuruh atau meninggalkannya, tetapi sesuai

dengan magasid asy-syari’ah ( CJ\@J\ @Lf‘;d\ Lola) A,

Sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kemashlahatan yang besar. Dengan
kata lain al-Mashlahah al-Mursalah disebut juga dengan al-Mashlahah yang mutlak.
Karena tidak ada nash yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentukan
hukum dengan cara al-Mashlahah al-Mursalah semata-mata untuk mewujudkan
kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak
kemudharatan bagi manusia.

Dari definisi di atas, penulis memahami definisi yang dikemukakan oleh
Muhammad Ab( Zahrah bahwa al-Mashlahah al-Mursalah merupakan mashlahah yang
tidak dilarang atau diperintah oleh al-Nash secara tekstual dan secara khusus tetapi ia
didukung oleh kandungan sejumlah ayat al-Qur’an dan dan hadits. Kandungan sejumlah
ayat dan hadits itulah yang merupakan al-Maqgashid asy-Syari’ah, yaitu: pemeliharaan
terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu setiap mashlahah
yang dapat memelihara yang lima hal tersebut termasuk katagori mashlahah, baik pada
tingkat dhardriyyah, hajjiyyah maupun tingkat tahsiniyyah
Dasar Hukum Penetapan al-Mashlahah al-Mursalah

Muhammad Ab( Zahrah menggemukakan beberapa dasar Hukum dalam Penetapan
al-Mashlahah al-Mursalah yaitu sebagai berikut:

. Al-Qur’an Surat al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

- T Z 5. 4 LT Bl
\/;/r},/o.l'_xqé.ﬁ*) Yl _{JLALwJ‘ LA}

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya: 107).
. Al-Qur’an Surat Yunus ayat: 57 sebagai berikut:
L TP A N PP L (L= SO AP )
syl G255 (hmy ppdall 3 LW Tlas i) oo el SO 38 LT G
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(Q.S. Yunus: 57).

Y Muhammad AbG Zahrah, Ushill al-Figh, (Mesir: Dar al-*Arabi, t.th), h. 279
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2. Syarat-syarat dalam Penetapan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil Hukum
Muhammad Abd Zahrah menyebutkan syarat-syarat dalam menetapkan al-
Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil hukum yaitu berdasarkan pendapat Imam Maliki
sebagai berikut:'®

055 O ¢ &l gl dolie p ol Ll Sl e o) aball 2 2 (1Y)

Y o o b =W 3 0 o s sl e W Ol )Y e o I3 3 Wshas
Syarat pertama: adanya persesuaian anatara mashalah yang dipandang sebagai sumber
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari’at (maqashid al-Syéri’ah). Syarat kedua:
mashlahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran
rasional. Syarat ketiga: penggunaan dalil mashlahah ini adalah dalam rangka
menghilangkan kesulitan (kemudharatan).

Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa syarat-syarat dalam penetapan al-
Mashalah al-Mursalah sebagai istinbath hukum harus bersifat umum, dapat diterima oleh
akal sehat manusia serta harus sejalan dengan tujuan syari’ah dan tidak boleh bertentangan
dengan nash baik al-Qur’an, sunnah maupun ijma’.

3. Hakikat al-Mashlahah yang dapat diterima
Muhammad Ab(i Zahrah menjelaskan sebagai berikut:*®

Loy, Jaall Loy, il Jadmg , pl) oo ¢ denis eal L) a5 ay  0aA FLall o 3l Ll
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Mashlahah yang mu’tabarah (dapat diterima) yaitu mashlahah yang bersifat hakiki.
Mashlahah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang
penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.
Jaminan keselamatan atas agama atau kepercayaan, yaitu dengan menghindarkan
timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa

nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Karena
Allah SWT berfirman:

P

€L azgtosg o o zikd
G 2l 03 W3 ol 3ol 51N

8 1bid., h. 279-280
¥ 1pid., h. 278
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Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (Al-Bagarah: 256). Jaminan keselamatan
atas jiwa, yaitu jaminan atas keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia.
Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan itu, ialah: jaminan keselamatan
nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang
terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan
pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.
Jaminan keselamatan atas akal, yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang
menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber
kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat
preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.
Diharamkannya meminum khamar arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau
menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal atau
fikiran. Jaminan keselamatan atas keluarga dan keturunan, yaitu jaminan kelestarian
populasi manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta
agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan
memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi
pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan atas harta benda, yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara
proporsional melalui cara-cara halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian
dengan cara yang lain atau curang.

. Contoh-contoh al-Mashlahah al-Mursalah

Muhammad Ab( Zahrah mengemukakan contoh-contoh berdasarkan pertimbangan
al-Mashlahah al-Mursalah diantaranya sebagai berikut:
Pada masa Rasulullah SAW setiap ayat yang turun dihafal oleh para sahabat seluruhnya
dan dituliskan di pelepah kurma, tulang-tulang unta, daun lontar, dan lain-lain, tetapi
belum dibukukan secara rapi. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang memimpin umat Islam
adalah Khalifah Ab( Bakar ash-Shiddig pada masa ini terjadi perang menghadapi orang-
orang murtad dan orang yang mengingkari kewajiban zakat di Yamamah. Dalam
pertempuran tersebut banyak sahabat yang hafal al-Qur’an mati syahid. Melihat kenyataan
tersebut ‘Umar ibn al-Khattab khawatir bahwa peperangan tersebut akan menelan korban
yang lebih banyak lagi dan para sahabat yang hafal al-Qur’an pun akan menjadi habis,
sementara al-Qur’an sendiri belum terpelihara dalam bentuk catatan yang akan dijadikan
pedoman bagi umat Islam dan generasi berikutnya. Oleh karena itu ‘Umar ibn al-Khattab
mengusulkan kepada Khalifah Ab( Bakar ash-Shiddiq agar ayat-ayat al-Qur’an dibukukan.
Usul ‘Umar ibn Khattab ini akhirnya diterima oleh Khalifah Ab( Bakar ash-Shiddiq
setelah mengalami diskusi yang sangat panjang, maka berhasillah dikumpulkan semua
catatan ayat-ayat yang ditulis pada zaman Rasullah SAW. Kegiatan ini baru mencapai hasil
yang memuaskan pada masa Khalifah ‘Usman ibn ‘Affan. Menurut Muhammad Abd

Zahrah bahwa kebijakan yang ditempuh oleh para sahabat tersebut untuk membukukan al-
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Qur’an dalam satu mushaf adalah berdasarkan pertimbangan al-Mashlahah, karena tidak
ada ayat al-Qur’an dan hadits Nabi yang menyuruh atau melarangnya, tetapi kebijakan itu
mengandung manfaat yang sangat besar bagi umat Islam dan keutuhan agama Islam itu
sendiri.

Pembentukan lembaga-lembaga pemerintah, pencetakan mata uang bagi kaum muslimin,
pembuatan penjara dan penggunaan tanah wagaf yang ada di depan masjid Rasulullah
SAW untuk pelebaran masjid ketika dirasakan sudah terlalu sempit, yang dilakukan oleh
Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan.

Pada masa Khalifah Ab( Bakar ash-Shiddiq dan ‘Usman ibn ‘Affan bahwa orang yang
meminum khamar dikenakan hukuman dera 40 kali. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW

sebagai berikut:
el Gt Sl dsg 0wy 8AD i o los ole B Lo B ds 1 06,5 das
(b 5 )
Artinya: Diriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata, Nabi SAW telah melaksanakan hukum
jalad (dera dengan pelepah pohon kurma), dan Abu Bakar telah mendera empat puluh kali
(yakni pada orang yang mabuk karena minum khamr). H.R. Bukhhari dan Muslim).*

Akan tetapi, pada masa sahabat bahwa, hukuman dera sejumlah itu tidak berhasil
membuat jera pelakunya, maka pada masa Khalifah ‘Umar ibn Khattab ditetapkan
hukuman dera 80 kali bagi pelaku meminum khamar. ‘Umar ibn Khattab memandang
bahwa dengan jumlah demikian akan dapat membuat jera orang meminum khamar ketika
itu. Menurut Muhammad AbQ Zahrah bahwa tindakan itu dilakukan ‘Umar ibn Khattab
adalah berdasarkan pertimbangan al-Mashlahah.”

Demikian beberapa contoh fikih yang dinilai oleh Muhammad Abd Zahrah
ditetapkan berdasarkan pertimbangan al-Mashlahah al-Mursalah. Dengan demikian
Muhammad Ab( Zahrah sependapat dengan madzhab Maliki. Menurut Muhammad Ab(
Zahrah selanjutnya, al-Mashlahah al-Mursalah merupakan dalil yang sah digunakan dalam
istinbath hukum sepanjang mengacu kepada magashid al-Syar’iah. Oleh karena itu untuk
melegalisasi pendapat tersebut ia mengemukakan beberapa ayat al-Qur’an sebagai berikut:

T edeal] A5 N AL U

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya: 107).

0 Muhammad Fu’ad Abdul Bagi, Kumpulan Hadits Shahih Lengkap Bukhari Muslim, Penerjemah
Miftakhul Umam, Judul Asli: al-Lu’lu’ wal Marjan Fimli Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani al-Bukhari wal
Muslim, ( Yogyakarta: Ghani Pressino, 2012), cet ke- 2, h. 416

1 Muhammad Abi Zahrah, Ush(il al-Figh, op.cit., h. 279
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Menurut Muhammad Ab{ Zahrah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
diutus kepada manusia membawa hukum-hukum syari’at, maka hukum-hukum syari’at
itulah yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Rahmat yang dimaksud dalam ayat
tersebut tidak lain adalah mashlahah dan mashlahah itulah yang merupakan tujuan dari
syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan firman
Allah SWT dalam surat Yunus ayat 57 sebagai berikut:

el 855 s Tag pplall g L Mlag e o Bl (A 36 0T
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta

rahmat bagi orang-orang yang beriman. ”’(Q.S. Yunus: 57).
Menurut Muhammad Ab( Zahrah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah

menurunkan pelajaran, obat hati, petunjuk, dan rahmat bagi orang mukmin. Semuanya itu
tidak lain adalah ajaran-ajaran syariat yang diturunkan Allah SWT di dalam al-Qur’an dan
Sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, kata Muhammad Ab( Zahrah, bahwa ayat
tersebut merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan al-
Mashlahah. Jika penggunaan al-Mashlahah tidak dibolehkan maka kehidupan manusia
akan menjadi sulit dan tidak dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan
sepenuhnya.”’Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa Muhammad Ab( Zahrah
sependapat dengan Imdm Maliki dan Hanbali tentang ke-hujjah-an al-Mashlahah al-
Mursalah.

Sungguh pun Muhammad Abl Zahrah membolehkan penggunaan al-Mashlahah
al-Mursalah sebagai metode istinbath hukum, namun ia mensyaratkan bahwa
penggunaannya harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut: (1) mashlahah
tersebut harus sesuai dengan al-Mashlahah al-Mu ‘tabarah %, yaitu mashlahah yang dapat
memelihara yang lima hal pokok vyaitu: Pemeliharaan terhadap (Agama, jiwa akal,
keturunan dan harta benda); jika al-Mashlahah tersebut bertentangan dengan al-
Mashlahah al-Mu tabarah maka al-Mashalah tersebut tidak dapat digunakan karena hal
itu merupakan al-Mashalah yang ditumpang oleh hawa nafsu; (2) Mashlahah tersebut
betul-betul sesuai dengan akal sehat; jika bertentangan dengan akal sehat maka al-
Mashlahah tersebut tidak dapat digunakan; (3) Mashlahah tersebut betul-betul dapat
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan; jika tidak demikian maka al-

22 H
Ibid, h. 277
2Al-Mashlahah al-Mu ‘tabarah yaitu al-Mashlahah yang didukung oleh al-Nash. Maksudnya al-
Mashlahah yang penetapan hukumnya berdasarkan pada bukti tekstual nash (al-Qur’an dan Sunnah) ijmd’
dan qgiyas, melalui illat hukum yang diakui.
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Mashlahah tersebut tidak dapat digunakan; (4) Mashlahah tidak dapat digunakan dalam
persoalan ibadah, karena persoalan ibadah dasarnya adalah mengikuti dalil (al-Qur’an dan
Sunnah) apa adanya.”* Dengan demikian Muhammad Ab( Zahrah sependapat dengan
Imé&m asy-Syathib mengenai syarat-syarat penggunaan al-Mashalahh al-Mursalah.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa, Muhammad Abl Zahrah
sependapat sepenuhnya dengan Imam Maliki dan Hanbali bahwa al-Mashlahah al-
Mursalah merupakan dalil yang sah digunakan sebagai metode istinbath hukum. Dengan
demikian Muhammad Ab( Zahrah dalam hal ini termasuk ke dalam aliran Mutaakhirin,
yaitu men-tarjih bahwa al-Mashlahah al-Mursalah merupakan dalil yang sah digunakan
sebagai metode istinbath hukum. Sebaliknya, ia tidak sependapat dengan ahli ushdl al-
Figh Syafi’iyyah yang menolak penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai istinbath
dalam penetapan hukum. Dalam hal ini penulis juga memandang bahwa, al-Mashalahah
al-Mursalah juga merupakan metode istinbath hukum yang relevan digunakan dalam
menghadapi berbagai kasus atau problematika yang terjadi di kalangan umat Islam. Jika
para ulama tetap saja mempertahankan metode giyas biasa maka tidak semua kasus akan
dapat dicarikan padanannya dalam nash. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan al-
Mashlahah al-Mursalah, yaitu mashlahah yang mengacu kepada maqgasid syari’ah, baik
pada tingkat dharQriyyah, hajjiyyah, atau pun tahsiniyyah. Akan tetapi perlu ditegaskan
bahwa penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah harus memenuhi syarat-syarat
sebagaiamana telah dikemukakan oleh Muhammad Ab(O Zahrah dan asy-Syathibi
terdahulu. Jika tidak demikian maka penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah akan jatuh
kepada hal-hal yang membawa malapetaka. Dalam kaitan ini Amir Syarifuddin
mensyaratkan agar penggunaan metode al-Mashlahah tersebut dilakukan secara kolektif
sehingga mencapai hasil yang lebih mendekati kebenaran.?

Menurut Muhammad AbG Zahrah, Syari’at Islam hadir dalam rangka memberi
rahmat untuk segenap alam semesta, khususnya manusia. Atas dasar itu, ia menyimpulkan
3 sasaran yang hendak dituju dan diwujudkan Islam dalam ketetapan-ketetapan hukumnya,

yaitu:*®
AU e Y 8w 00 Yy welad o e 06 OF adared 3 Codd 1 LY 2L
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“Muhammad Ab{ Zahrah, Ibid., h. 279-280 lihat juga Ab{ Ishaq asy-Syathibi, al-/tisham, op.cit., h.
364-367

2 Amir Syarifuddiin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid 11, h. 341

26 Muhammad Ab{ Zahrah, Ush(l al-Figh, op.cit., h.364-366
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Sasaran pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan
bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui
berbagai ragam ibadah yang disyari’atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk
membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah itu dapat
membersihkan jiwa dari penyakit dengki yang melekat di hati manusia. Dengan demikian
akan tercipta suasana saling kasih mengasihi, bukan saling berbuat zalim dan keji, di
antara sesama muslim.
Sasaran kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam: adil baik menyangkut
urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain
(non muslim). Dan tujuan keadilam ditegakkan dalam Islam amatlah luhur, ia menyangkut
berbagai aspek kehidupan: adil dalam bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil
dalam bermuamalah dengan pihak lain. Dalam Islam keadilan mengacu kepada keadilan
sosial, di dalam Islam, setiap orang mempunyai kedudukan sama di depan Undang-
undang dan pengadilan.
Sasaran ketiga, dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus
terdapat di dalam setipa hukum Islam, ialah mashlahah (kemashlahatan). Tidak sekali-kali
suatu perkara disyari’atkan oleh Islam melalui al-Qur’an maupun al-Sunnah melainkan
didalamnya terkadung mashlahah hakiki, yaitu al-Mashlahah al-Mu tabarah yaitu
mashlahah yang sesuai (selaras) dengan tujuan syara’ (maqgasid asy-syari’ah) ini
mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.

Dari penjelasan di atas, penulis memandang bahwa tujuan syari’at Islam adalah

untuk menjaga segala aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang pendidikan,
perekonomian, sosial, maupun dalam bidang politik. Artinya segala perbuatan yang

dilakukan harus sesuai dengan tujuan syara’ serta tidak boleh bertentangan dengannya.
Al clgrdlly [ anlSy Jantl s pses (3 alsls g LU 3aade slall ddas 518713,
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Menurut Muhammad Abl Zahrah al-Mashlahah yang menjadi sasaran utama Islam
adalah mashlahah manusia. Mashlahah ini sudah tercukup dalam keumuman syar’iah dan
hukum-hukumnya. Dalam hal mashlahah duniawi dan hubungannya dengan teks-teks
sumber hukum, pendapat fugaha’ terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

Kelompok pertama, berpegang teguh kepada ketentuan nash dan memahami nash hanya
dari segi lahiriyahnya saja (zahir nash) saja, tanpa memperkirakan adanya mashlahah
apa pun dibaliknya. Mereka adalah Zahiriyyah yang menolak giyas. Karena itu, mereka
menetapkan dengan tegas bahwa tidak ada mashlahah kecuali yang disebutkan di dalam
nash, dan tidak perlu mencari-cari sesuatu kemashlahatan di luar nash.
Kelompok kedua, mencari mashlahah dari nash, dengan cara mengenali magasid (tujuan)
hukum dari  ‘illah-nya. Mereka menggiyaskan semua obyek yang memuat mashlahah
secara nyata dengan obyek yang memiliki mashlahah berdasarkan nash. Namun mereka
hanya memandang adanya al-Mashlahah ketika ada syahid (penyongkong atau bukti) dari
dalil yang khusus, sehingga tidak bercampur antara hawa nafsu yang mencurigakan dan
mashlahah hakiki. Dengan demikian, al-mashlahah hakiki harus didukung nash khusus
atau dalil khusus. Biasanya mereka menyebut batasan-batasan yang bisa mewujudkan
masalah ini dengan sebutan “ ‘illah qiyds”.
Kelompok ketiga, menegaskan bahwa semua mashlahah yang termasuk al-Mashlahah
vang diakui syara’ dalam pemeliharaan 5 hal (pemeliharaan atas agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta benda), dalam hal ini, tidak harus didukung oleh dalil yang khusus
sehingga bisa disebut sebagai giyas. Tetapi bagai dalil yang berdiri sendiri (mandiri),
yang dinamakan al-Mashlahah al-Mursalah.?’

Setelah mengemukakan dalil-dalil para penyokong al-Mashlahah al-Mursalah dan

para penentangnya, Muhammad Abld Zahrah mengomentari bahwa Jumhur fugaha’
sepakat al-Mashlahah al-Mursalah merupakan dalil hukum dalam hukum Islam, dan
bahwa semua mashlahah wajib diambil tidak merupakan hawa nafsu serta tidak
bertentangan dengan al-Nash sehingga dikhawatirkan menentang maqasid al-Syar’i.

" Muhammad Ab{ Zahrah, Ush(il al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, tt), h. 289
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Namun Imédm Hanafi dan Imdm asy-Syafi’i tetap mewajibkan menghadapkan al-
Mashlahah pada qiyas yang memilki ‘iZ/at yang mundhabitah.?®
Namun, Muhammad Abd Zahrah menolak klaim tersebut. Sebab Im&m asy-Syafi’i
dan Hanafi tidak menjadikan al-Mashlahah sebagai dalil hukum. Pendapatnya ini
dijelaskan kitab Ushdl al-Figh. Dalam kaitan ini, Muhammad Ab( Zahrah membagi
pandangan fugaha’ berkaitan dengan kedudukan al-Mashlahah dalam istinbath hukum
sebagaimana ia kutip dari pendapat Im&m asy-Syathibi membagi menjadi empat
pandangan, yaitu sebagai berikut:
Q) s e Laay 1 Wl z ag e f )T e Al Flaall sl sl ety |, Jbled S5,
dolil 28 S cable o W ll L) o el ol ) st 06 el o
) Jyo Y glan e a3 ST Ak b dLall o 1 Wl Sl o)l dy gsled
Bygpe IS O] b Al ) dmball 0f A B r L)y ald W6 Lol ) s 4ol

Dan Imam asy-Syathibi menguraikan berkenaan dengan al-Mashlahah al-Mursalah, para
ulama menggemukakan empat pandangan; sebagai berikut:

Pendapat pertama, menolaknya selama tidak didasarkan pada pijakan teks yang kokoh
(al-Qur’an dan al-Sunnah). Jika ia didasarkan pada pijakan nash yang kuat, maka dia
adalah giyas. Pendukung utama pendapat ini adalah Imam asy-Syafii. Pendapat kedua,
al-Mashlahah al-Mursalah dapat diterima selama sesuai dengan maqashid asy-Syér’i dan
tidak bertentangan dengan nash yang kuat. Pendapat ketiga, menerima al-Mashlahah
dalam figh sebagai dalil hukum yang mandiri. Pendapat keempat yaitu pendapat al-
Ghazali: bahwa al-Mashlahah al-Mursalah diterima apabila merupakan dharGrah yang

pasti (qath ’iy).29
Dalam hal ini, penulis memandang bahwa pendapat Muhammad Ab( Zahrah,

berdasarkan empat pandangan tersebut, seorang fagih harus mampu menetapkan keputusan
hukum bahwa semua tindakan hukum yang memuat mashlahah dan tidak ada dharar di
dalamnya atau manfaat di dalamnya lebih besar daripada kerugiannya, adalah dituntut
untuk dilakukan tanpa perlu mencari syahid (dalil) khusus. Ada sebagian fugaha’ Hanbali
dan Maliki yang membatasi al-Mashlahah yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah
hanya pada bidang Muamalah saja, tanpa memasukkan bidang ibadah. Namun Muhammad
Ab( Zahrah menyayangkan pendapat al-Tafi, fagih Hanbali, yang menyatakan bahwa jika
pemeliharaan terhadap al-Mashlahah menyebabkan penentangan terhadap suatu hukum
yang lebih menjadi objek ijmaé’ fugahd’ atau nash al-Qur’an maupun Sunnah, maka

pemeliharaan al-Mashlahah wajib didahulukan melalui metode takhsis pada keduanya

28 |bid., h. 284
2 |bid., h. 285
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dengan teknik bayan.*

Muhammad Ab( Zahrah memberikan apresiasi yang tinggi
terhadap metode yang ditempuh fugahad’ Hanbali dan Maliki. Metode ini menjadikan
syariat Islam lahan yang subur, produktif dan mampu memenuhi kebutuhan manusia yang
selalu berubah dan berkembang sepanjang zaman dan semua tempat.

Kedua madzhab ini, Malik dan Hanbali, menurut Muhammad Ab( Zahrah, dalam
bidang hukum cenderung ke arah keyakinan bahwa semua urusan agama, etika dan aturan
perundangan ditujukan untuk kebahagiaan manusia (is’‘ad al-Nash), dan bahwa manfaat
atau mashlahah layak dijadikan tolak ukur yang tepat terhadap semua hal yang

diperintahkan maupun dilarang dalam agama maupun dalam perundang-undangan.®

Penerapan al-Mashlahah al-Mursalah dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Berikut ini diuraikan beberapa contoh Penerapan al-Mashlahah-al-Mursalah dalam
Kitab al-Ahwal al-Syaksiyyah karya Muhammad Ab( Zahrah, di antaranya sebagai berikut:
1. Pembatalan Ikatan Perkawinan
Pembatalan perkawinan dalam Islam Hukum Islam disebut dengan istilah fasakh®
yang berasal dari Bahasa Arab yaitu fasakh yang berarti merusak atau membatalkan.
Sedangkan dalam hal ini menurut Muhammad Ab( Zahrah pembatalan perkawinan

(fasakh) yaitu sebagai berikut:**
e A s O AL Y G5 05 5T SR g (ot B S e

Adapun fasakh (nikah) itu sebenarnya adalah sesuatu yang datang kemudian yang
menghalangi kelangsungan nikah, sehingga menjadikan akad itu tidak lazim.

Adapun hal-hal yang dapat memfasakh ikatan perkawinan menurut Muhammad
Ab( Zahrah adalah sebagai berikut:

e S paad gedlly Y1 L ) L el BBY T L Lz andl 1Y
Wl iy gl 85 o Ayl 53] il

(1) Fasakh karena khiyar bulugh (orang yang dinikahkan waktu masih kecil ketika ia
baligh, dia boleh memilih melangsungkan pernikahan atau membatalkannya) (2) Pisah

*1bid., h. 337

%! 1bid., h. 335

%2 Fasakh berasal dari bahasa Arab & yang berarti merusak atau membatalkan. Apabila dihubungkan
dengan perkawinan berarti merusak atau membatalkan perkawinan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq
Fasakh nikah adalah memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara
suami isteri. Lihat Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, ( Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th), Juz VIII, h. 59

%8 Muhammad Ab( Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, ( Beirut: Dar al-Fikr al-‘ Arabi, t.th), h. 277
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karena tidak ada kesamaan status (kztfu’) (3) Pisah karena salah satu pihak (suami atau
isteri) murtad (4) Pisah karena li’an.?
Dari penjelasan yang dikemukakan Muhammad Ab( Zahrah, penulis memahami

bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan atau difasakh karena salah satu hal-hal yang
dapat merusak suatu ikatan perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh Muhammad
Abl Zahrah dengan alasan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan. Salah satunya
apabila tidak ada kesamaan status (kufu’) antara suami dan isteri dapat difasakh dengan
alasan untuk menjaga kemashalahatan dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga serta
menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu, menghindari hal-hal yang dapat merusak
suatu ikatan perkawinan tersebut merupakan suatu kemashlahatan untuk menjaga
kehormatan, keturunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Hal ini, jika dikaitkan dengan KHI di Indonesia pasal 70 disebutkan bahwa
perkawinan batal karena:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena
sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu
dalam ‘iddah talak ra;j i.

b. Seorang menikahi bekas isteri yang telah di/i ‘an-nya.

c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya,
kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian
bercerai lagi ba 'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa ‘iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan
sesusuan sampai derajat tertentu.

Yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara
seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan
bibi atau paman sesusuan
Sedangkan dalam pasal 71 KHI disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat

dibatalkan apabila:*®

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain
yang mafqud.

3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam
pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

**1bid., h. 277-279
% Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet ke-1, h. 161-162
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5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
menjadi wali.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa, ada beberapa poin terdapat

perbedaan antara pendapat Muhammad Ab( Zahrah dengan Undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan KHI yaitu: (1) mengenai tidak sekufu’ dijadikan alasan
sebagai pencegahan perkawinan bukan sebagai pembatal suatu perkawinan. Hal ini
Muhammad Ab( Zahrah menjadikannya sebagai pembatal (fasakh) ikatan perkawinan.
Sedangkan dalam KHI Pasal 61 dijelaskan bahwa: tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan
alasan untuk mencegahan kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama.*® (2) mengenai
seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Muhammad Ab( Zahrah
tidak menjadikannya sebagai salah satu pembatal suatu perkawinan, sementara dalam KHI
hal ini dijadikan sebagai pembatal suatu perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal
71 huruf (a) yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan: apabila seorang suami melakukan
poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.®’
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian
Hak-hak anak, sejatinya terkait erat dengan adanya pernikahan, hak anak muncul
pertama kali saat kelahiran seorang anak dari hasil sebuah pernikahan. Hak anak tersebut
dapat berbentuk sejumlah kewajiban seorang bapak secara mandiri, sedangkan sebagian
beban kewajiban yang lain dapat dibebankan kepada ibu bapaknya.*®
Muhammad Ab( Zahrah membagi tiga kewajiban ibu dan ayah terhadap anaknya:**
Bladly 2eloly el oy , LY BN Gsabt [
Muhammad Abld Zahrah membagi tiga kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu:
pertama, penentuan nasab, kedua, hak menyusukan anak, dan ketiga, hak pengasuhan

anak.
Selain ketiga kewajiban orang tua terhadap anaknya di atas, (terkait nasab,

penyusuan dan pengasuhan), hal yang cukup penting dalam kaitan ini adalah pembebanan
kewajiban memberi nafkah dari pihak kerabat orang tua kepada anak pasca perceraian.
Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Muhammad Ab{ Zahrah sebagai berikut:

gl B, sl ais Wl e eliad U] 2 Y oY s O Lelb y aaadlus

2o ol ek LYl sl) i o 8,35 L SV 238 OF Uy ) S el

*®Ibid., h. 158
¥ 1bid., h. 161
% Muhammad Abi Zahrah, al-Ahwal al-Syaksiyyah., op.cit, h. 451
% Ibid., h. 415
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Ketentuan Nafkah dan cara menuntutnya, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak
tidak perlu adanya putusan seorang Hakim,karena itu berarti menghidupkan diri sendiri.
Sedangkan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada kerabat (al-Hawashi) diperlukan
keputusan seorang Hakim. Hal ini dikarenakan beban kewajiban nafkah dikaitkan dengan
konsep juz’iyah yakni ia merupakan salah satu aspek atau sisi cara menghidupkan
manusia dan melestarikan generasi sendiri. Sementara sanak kerabat yang bukan anak
secara langsung tidak seperti hal tersebut. maka kewajiban pemberian nafkah sanak
kerabat ini harus ditentukan hakim.

Sedangkan penulis memandang bahwa dalam kewajiban nafkah anak pasca

perceraian yang dibebankan kepada kerabat yang telah ditetapkan oleh Hakim harus
memiliki kesejahteraan® (bi al-kafayah) yang cukup, ketentuan nafkah tetap disyaratkan
berdasarkan kemampuan individual yang memberi nafkah tanpa membebaninya dengan
beban lebih, ketentuan kemampuan ini parameternya kemampuan yang melebihi
kebutuhan pokoknya.

Oleh karena itu, sangat diperlukan putusan dari Hakim untuk menetapkan kepada
kerabat dari pihak bapak yang akan menafkahi anak tersebut. Hal ini tujuannya untuk
bentuk tanggung jawab serta demi mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan bagi
anak tersebut.

Dalam hal ini Muhammad Ab( Zahrah mengemukakan sebagai berikut:

A S ) o o daE O BYI and OF AL e )
Sebagian kerabat dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kerabat mereka,
pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang memili kehidupan yang

sejahtera.
Disamping itu juga, Muhammad Ab{ Zahrah menjelaskan syarat-syarat keharusan

pemberian nafkah seseorang kerabat kepada anak pasca perceraian yaitu sebagai berikut:
Of Y il ol a2l 0 oV s Sl L a3 e Cpdll ais sy bty 1 aadl Ggmry by ja
ade o d sT gy T3 LT 08 ) et S 2 ol LA e 0SS
A% pls Loy Laiill gt ¥ e oSG 4 0B, BWYI a3 ey s ) a1 gl
o5 I B aypall CF U aad eds 0N ope Jo s Y Wl Ayl aadd)
Al s e e Dt 50 GIW el bl Lo g 2l L E Y, )

“0 paling tidak terdapat tiga syarat individu yang dianggap sejahtera, yaitu, Pertama, bahwa seorang
individu memiliki harta yang membuat individu tersebut wajib mengeluarkan zakat yang melampaui
kebutuhan pokoknya. Kedua, tidak menjadikan seorang individu masuk dalam penerima zakat, Ketiga,
seorang individu yang memiliki pekerjaan tetap yang dapat digunakan untuk menafkahi dirinya dan
keluarganya serta masih dapat digunakan untuk memberi nafkah kepada kerabatnya.
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Keharusan pemeberian nafkah seorang kerabat kepada kerabat lainnya, memiliki
beberapa persyaratan yaitu: (1) Muharamiyah yaitu menjelaskan bahwa kekerabatan yang
memungkinkan adanya keharusan memberi nafkah adalah kerabat yang diharamkan
menikah antara satu dengan yang lain. Seperti seorang laki-laki memiliki hubungan
kerabat dengan seorang perempuan dilarang (diharamkan) menikahi perempuan yang
masih kerabat tersebut. (2) Adanya kebutuhan seorang kerabat untuk diberi nafkah
kerabat lain. Karena alasan ini, maka seandainay seorang kerabat tidak mebutuhkan
nafkah dimaksud maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Parameter membutuhkan
nafkah atau tidak dari kerabat lain ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer
(al-Nafagat al-Dhardriyyah), karena nafkah terkait kebutuhan primer ini dijalankan untuk
menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya. (3)
Pembebanan pemberian nafkah tersebut disyaratkan lemahnya kondisi yang meminta
bantuan nafkah tersebut.

Dari syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas, Jika dibandingkan dengan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 mengenai
Tanggung Jawab terhadap Anak Akibat Perceraian dijelaskan sebagai berikut:*

a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan penguasaan
anak-anak pengadilan memberi keputusannya

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45

ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :** Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
Sedangkan Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Sedangkan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua juga dijelaskan
juga dalam KHI yaitu dalam Pasal 105 sebagai berikut:*

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya.

*1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab X dengan Tajuk Hak dan
Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Lihat juga Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Edisi Revisi cet-ke II, h. 197-198

2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab X dengan Tajuk Hak dan
Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Lihat juga Ahmad Rofiqg, Ibid., h. 195-196

“3 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan,..op.cit, h. 172
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2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di
antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dari penjelasan di atas, baik berdasarkan Undang-undang Tahun 1974 No. 1
Tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Dalam hal ini, menurut penulis bahwa tanggung
jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan
Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung
jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami dalam pasal 41 ayat (2) bila
bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu (isteri) ikut memikul biya tersebut. Namun apabila terjadi bahwa
suami tidak bertanggung jawab atas pemberian nafkah pasca perceraian maka Undang-
undang No 1 Tahun tentang Perkawinan dan KHI tidak menjelaskan kepada siapa dituntut
untuk menafkahi anak tersebut, maka dalam hal ini ia bisa dituntut kepada kerabatnya.
Dalam hal ini haruslah seorang Hakim pengadilan yang memutuskan untuk menunjuk
kepada kerabat untuk bertanggung jawab dalam menafkahi anak tersebut, namun tetap
sesuai kemampuan yang dimiliki dalam menafkahi anak tersebut.

Dari sisi ini penulis memandang bahwa, sangat perlu menilik pemikiran
Muhammad Ab( Zahrah tentang nafkah pasca Perceraian, dengan alasan penulis
diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Abl Zahrah menawarkan gagasan dalam hal Nafkah anak
pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat (al-Hawashi) yang memiliki
relasi kekerabatan (muharamiyah), apabila bapak tidak bertanggung jawab dalam
menafkahinya, dan anak bisa menuntut kepada kerabat dari pihak ayah, yaitu melalui
putusan Hakim. Keluarga dekat bisa menggantikan dalam hal memberi nafkah, namun
tetap sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Kedua, pemikiran Muhammad Ab( Zahrah bisa melengkapi bagi hukum positif di
Indonesia. Penulis melihat bahwa Hukum Positif di Indonesia dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, masih secara tersurat menjelaskan bahwa
kewajiban nafkah hanya kepada ayah dan ibu dan belum menyentuh kepada kerabat (al-
Hawasht).

Ketiga, Pemikiran Muhammad Ab( Zahrah dalam penetapan kerabat sebagai
(pengganti ayah yang melalaikan kewajibannya) yang ditunjuk oleh Hakim merupakan
suatu tindakan untuk mendatangkan kemashlahatan bagi anak tersebut yaitu
kemashalahatan dalam pemeliharaannya baik dari segi perekonomian, maupun dalam
pendidikannya.

. Penetapan Batasan dalam Masa Hadhanah

Pemeliharaan anak (hadhanah), pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua
orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu
yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di
pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan isteri
dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Menurut Muhammad Abd Zahrah membagi perwalian terhadap anak kecil

semenjak ia dilahirkan menjadi tiga (3) bagian yaitu:
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Pembagian perwalian terhadap anak kecil terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Pertama,
perwalian terhadap pendidikan dasar anak, yaitu hadhanah. Kedua, perwalian terhadap
perlindungan diri anak. Ketiga, perwalian terhadap harta anak.

Sedangkan pihak yang berhak melakukan pengasuhan anak (hadhanah).

Muhammad Abl Zahrah mengemukan bahwa secara prinsip mendahulukan ibu dan
kerabatnya daripada ayah dan kerabatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan yaitu: (1)
ibu, (2) ibunya ibu (nenek), (3) ibunya ayah, (4) saudara perempuan ibu, (5) anak
perempuan dari saudara laki-laki, (6) anak perempuan dari saudara perempuan, (7) saudara
perempuan ayah, (8) saudara perempuan seayah, (9) saudara perempuan ibunya ibu, dan
seterusnya.®

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan pasal 156 KHI huruf a dan b telah
mengkomfirmasi ketentuan umum yang disepakati fugaha’ berkaitan dengan siapa yang
berhak melakukan hadhanah pada anak-anak. Huruf (a) pasal tersebut menyatakan : “Anak
yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”, sedangkan huruf (b)
menyatakan: “Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah
dari ayah atau ibunya”. KHI juga mengatur urutan yang berhak melakukan hadhanah jika
ibu telah meninggal dunia. Pada huruf (a) pasal tersebut ada lanjutan: kecuali jika ibu telah
meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) wanita-wanita garis lurus ke
atas dari ibu, (2) wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah, (3) ayah, (4) saudara
perempuan dari anak yang bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat menurut garis ke
samping dari ibu, (6) wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.

Sedangkan syarat-syarat dalam hadhanah yang harus dipenuhi oleh seorang hadin

atau hadhanah yang dikemukan Muhammad Ab{ Zahrah adalah sebagai berikut:
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Syarat-syarat dalam hadhanah yaitu: merdeka, baligh, berakal, memiliki kecakapan untuk
mengatur semua urusan anak yang diasuhnya, amanah (dapat dipercaya) dari sudut
pemeliharaan diri dan akhlaknya, tidak murtad, karena perempuan murtad dipandang
tidak cakap melakukan hadhanah, yang tidak ada halangan silaturrahim dengannya, dan
tidak bersuami dengan selain kerabat karena hubungan mahram.

* Muhammad Ab( Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, op.cit, h. 405
*® Ibid, h. 406-407
*® Ibid., h. 307-308
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Sedangkan mengenai batasan pelaksanaan hadhanah berakhir pada dasarnya anak
yang diasuh telah mencapai umur mumayyiz. Namun patokan batasan umur berakhir masa
hadhanah tidak dijelaskan secara tegas. Maka dalam hal ini, Muhammad Abd Zahrah
menetapkan batasan minimal dan maksimal antara anak laki-laki dan perempuan dalam

masa hadhanah, yaitu sebagai berikut:*’
A s e OF e e 1929 daw 046 sl OF 1) ,0lad) g e T Jond 050
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Menurut Muhammad Ab( Zahrah, kebiasaan yang berlaku di Mesir pada awalnya
mengikuti jalan pikiran al-Khassaf. Hingga kemudian terbit Undang-undang pada Tahun
1929 yang menegaskan adanya batas minimal dan batas maksimal untuk masa
pelaksanaan hadhanah. Bagi anak laki-laki antara umur tujuh sampai Sembilan tahun.
Sedangkan bagi anak perempuan antara sembilan sampai sebelas tahun. Penentuan umur
tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim pengadilan, karena kondisi anak masih
lemah menuntut tambahan waktu agar dia dipelihara lebih lama oleh ibunya. Dan
sebaliknya. Dengan demikian, yang menjadi ukuran penentuan umur adalah suatu

kemashalahatan bagi anak tersebut.
Dari penjelasan di atas, penulis memandang bahwa penetapan batasan usia minimal

dan maksimal dalam masa hadhanah yang dikemukakan Muhammad Ab(O Zahra, harus
diserahkan kepada Hakim Pengadilan maka, hal ini berdasarkan Undang-undang tahun
1929 yang berlaku di Mesir yaitu bagi anak laki-laki umur 7 tahun sampai 9 tahun
sedangkan bagi anak perempuan 9 tahun sampai 11 tahun.

Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI, tidak memilah antara umur mumayyiz dan
umur dewasa diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim Pengadilan Agama,
keduanya juga tidak membedakan antara pemegang hadhanah dan pemegang tugas
wakalah. Dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menetapkan, bahwa kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan

mendidik anak-anaknya adalah sampai meraka sudah bisa berdiri sendiri. Pasal ini

47 Ibid., h. 414-415
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berbicara tentang perwalian dalam pendidikan dan pemeliharaan anak atau hadhanah.®
Sedangkan dalam KHI Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa: Batas usia anak yang mampu
berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

Dari penjelasaan di atas, menurut penulis bahwa pemilihan batasan akhir masa
hadhanah yaitu: (1) Sejak bayi lahir hingga telah berumur mumayyiz. Pada masa ini, secara
umum pengasuhan diserahkan pada ibu sebagai pemegang perwalian pemeliharaan dan
pendidikan anak tersebut. (2) Sejak anak berumur mumayyiz sampai dewasa, pada saat ini,
pengasuhan anak diserahkan pada bapak pemegang perwalian diri dari anak (wakalah). (3)
Sedangkan batasan umur hadhanah bagi anak laki-laki berkisar antara umur 7 tahun
sampai 9 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan berkisar antara 9 tahun sampai 11 tahun.
(4) Penentuan umur tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim Pengadilan, karena
keadaan jasmani dan rohani anak-anak berbeda-beda. Boleh jadi anak yang keadaannya
lemah akan memerlukan masa pengasuhan yang lebih lama oleh ibunya dan sebaliknya.
Dengan demikian yang menjadi ukuran penentuan umur adalah kemashlahatan bagi anak
tersebut.

. Pengakuan Nasab Anak (Da 'wa al-Nasab) dengan Ikrar

Secara garis besar mengenai pengakuan nasab anak, Muhammad Ab( Zahrah
membagi menjadi dua, yaitu: (1) Pengakuan nasab yang mencakup orang lain, dan (2)
Pengakuan nasab yang tidak mencakup orang lain.® Maka dalam hal ini Muhammad Ab(

Zahrah menjelaskan sebagai berikut:
sl YN 52y yone (el b OSOY A Y sl L OG0 IEY
o A 0 Of 1 bsy el S e anl TS O o)t 31156 5,8 LU 3,310 3,500
il s D70} &Y ) Jet o 30 06 0T 5 A Ll & A e 055 Ol W s
Oy il T by ¥ OV g e oy & STNT 5 aadl S 13Y1 sl
SN s U O el ) dls Yy Tt 080l et el e 05701 Al Gusy
Ll il ¥ S L dale ¥

Pengakuan yang dapat menjadi sebab ditetapkannya nasab ialah pengakuan yang
didalamnya tidak ada nasab atas orang lain, yaitu pengakuan kepada anak secara
langsung, atau pengakuan kepada ayah secara langsung. Apabila seseorang mengakui

8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2) dalam Bab X (Hak
dan kewajiban antara Orang Tua dan Anak)

*9 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam.,.., op.cit, h. 170

* Muhammad Ab{l Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, op.cit, h. 396

*! Ibid., h. 397
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seseorang itu anaknya dengan syarat, sebagai berikut:>? (a) Hendaknya seseorang diakui
sebagai anak itu berada pada usia yang pantas dia menjadi anak bagi yang mengakui, (b)
Anak yang diakui hendaknya tidak diketahui nasabnya karena apabila diketahui maka
pengakuan nasab tidak dapat dibenarkan. (c) Orang yang mengakui hendaknya tidak
mengatakan bahwa anak yang diakui merupakan hasil zina, karena zina tidak dapat
dijadikan sebagai sebab ditetapkannya nasab. (d) Anak yang diakui membenarkan
pengakuan tersebut apabila ia termasuk orang yang dapat memberi pembenaran (seperti
dia sudah mumayyiz), dan hendaknya harus tamyiz karena anak yang belum tamyiz
pembicaraannya tidak dapat direspon.

Dari penjelasan di atas, jika dibandingkan dengan Undang-undang Perkawinan

Tahun 1974 dan KHI menjelaskan dalam pasal 55 dan KHI menjelaskannya dalam pasal
103 mengenai tentang pembuktian asal-usul anak yaitu sebagai berikut:>

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya.

2. Bila Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka
Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seseorang anak
setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat
Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan
Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan menurut penulis, bahwa pengakuan anak sebagai anak nasab yang
dikemukakan oleh Muhammad Ab( Zahrah dengan Undang-undang Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam menetapkan sebagai anak nasab
harus mempunyai alat bukti. Muhammad AbU Zahrah untuk membuktikan sebagai anak
nasab harus dengan ikrar (pengakuan dengan lisan) serta harus memenuhi syarat-syarat
dalam pengakuan anak tersebut. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun
1974 tentang Perkawinan dan KHI untuk membuktikan anak nasab harus dengan Akta
Kelahiran (pembuktian dengan tertulis). Hal ini, untuk menguatkan alat bukti tersebut
penulis menyarankan harus dengan diikrarkan di depan Pengadilan, artinya dengan adanya

ikrar ini pembuktian tersebut akan lebih menjadi kuat (sebagai bukti tambahan).

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian secara mendalam maka dapat disimpulkan sebagai
berikut : (1) Menurut Muhammad Ab{ Zahrah, konsep al-Mashlahah al-Mursalah yang
bisa dijadikan sebagai dalil hukum dalam syari’at Islam adalah al-Mashlahah yang sesuai
dengan syara’ (al-Mashlahah al-Mulaimah li magasid al-Syari’) secara umum dengan
tujuan syari’ah yaitu: Memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta Benda. Oleh
karena itu, setiap mashlahah yang dapat memelihara yang lima hal tersebut termasuk

*2 1bid., h. 297
%% Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam,.., op.cit, h. 171-172
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katagori mashlahah, baik pada tingkat dhardriyyah, hajityyah maupun tingkat tahsiniyyah.
(2) Penerapan al-Mashlahah al-Mursalah dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah karya
Muhammad Abl Zahrah tentang Hukum Keluarga vyaitu: (a) Pembatalan ikatan
perkawinan akibat tidak sekufi’, merupakan salah pembatan dalam ikatan perkawinan dan
dapat di fasakh (b) Nafkah Anak Pasca Perceraian yaitu dengan adanya keputusan Hakim
dalam membebankan kewajiban nafkah kepada kerabat (al-Hawashi). (c) Penentapan
batasan masa hadhanah minimal dan maksimal bagi anak laki-lagi yaitu: antara 7 tahun
sampai 9 tahun, sedangkan bagi anak perempuan antara 9 tahun sampai 11 tahun (d)
Pengakuan nasab anak, yaitu dalam membuktikan anak sebagai anak nasab harus dengan
dengan ikrar untuk membuktikan anak tersebut sebagai anak nasab.

Selanjutnya penulis menyarankan dan merekomendasikan sangat perlu pengkajian
yang lebih luas dan dalam tentang metode dan jurisprudensi Muhammad Abl Zahrah.
Sehingga melahirkan metode ijitihad yang lebih jelas dan komprehensif agar dapat
dijadikan patokan ijtihad yang lebih lengkap dalam berbagai bentuk problematika fikih,
serta menilik pemikiran Muhammad AbG Zahrah terkhusus dalam masalah Nafkah Anak
Pasca Perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat (al-Hawésht), yaitu melalui
putusan Hakim. Pemikiran Muhammad Ab( Zahrah ini menurut Penulis bisa melengkapi
bagi Hukum Positif di Indonesia. Dalam hal penulis melihat bahwa Hukum Positif di
Indonesia baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun
dalam KHI, masih secara tersurat menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak pasca

perceraian hanya kepada ayah atau ibu dan belum menyentuh pihak kerabat (al-Hawasht).
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